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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU 
NOMOR : 18 TAHUN 2012 

 
TENTANG 

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BURU 

Menimbang  :  a.   bahwa berdasarkan pasal 127 huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi 
Rumah Potong Hewan merupakan salah satu jenis retribusi Jasa Usaha 
yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah; 

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan Retribusi Rumah Potong 
Hewan serta sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 156 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah perlu mengatur ketentuan tentang Retribusi Rumah Potong 
Hewan dalam Peraturan Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, 
dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;. 

 
Mengingat   :  1.   Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1958   tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang 
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 61, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia          Nomor 1617); 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1967 tentang 
Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan 
(Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 2824); 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia           
Nomor 3209); 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang 
Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 
Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);   

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi 
dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia          
Nomor 3851);  
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                         6.   Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  46  Tahun 1999  tentang  
Pembentukan Provinsi  Maluku  Utara,  Kabupaten  Buru dan Kabupaten 
Maluku  Tenggara  Barat  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3895),  sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten 
Maluku Tengggara Barat (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 
2000 Nomor 23, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3961 );  

                         7.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor  4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia            
Nomor 4844); 

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun  2009 tentang 
Peternakan dan Kesehatan Hewan. (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5015); 

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049); 

11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234);  

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1977 tentang        
Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia            
Nomor 3102); 

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1983 tentang        
Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253); 

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia              
Nomor 3258); 
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15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 
tentang Pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022); 

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan 
Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) 

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5161); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten 
Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2008 Nomor 14, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor 14); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU 
Dan 

BUPATI BURU, 
 

MEMUTUSKAN 
Menetapkan  :  PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU TENTANG RETRIBUSI  

RUMAH POTONG HEWAN.  
 

BAB  I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal  1 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Buru ; 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Buru dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

Penyelenggara Pemerintahan Daerah; 
3. Bupati adalah Bupati Buru ; 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru; 
5. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Buru; 
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Buru; 
7. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi daerah 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang 

melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang  meliputi perseroan 
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terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau 
Daerah dengan  nama atau dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau 
organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya; 

9. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian 
izin tertentu yang khusus disediakan dan /atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk 
kepentingan orang pribadi atau badan ; 

10. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang 
menyebabkan barang, fasilitas, dan atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh 
orang pribadi atau Badan; 

11. Jasa Usaha adalah Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut 
prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector 
swasta; 

12. Rumah Potong Hewan adalah suatu bangunan atau kompleks yang menurut bangunan 
dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan bagi 
konsumsi masyarakat luas; 

13. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan 
daerah sebagai pembayaran retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong 
hewan termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang 
dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah;                                                                                                           

14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-
undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi; 

15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi 
wajib retribusi untuk memanfaatkan fasilitas rumah potong hewan; 

16. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah surat yang 
oleh wajib retribusi digunakan  untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi 
yang terutang ke kas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh  Bupati;  

17. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPORD, adalah 
surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi 
sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang; 

18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat 
ketetapan retribusi yang menentukan besar pokok retribusi; 

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, 
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi 
karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak 
seharusnya terutang; 

20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk 
melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda; 

21. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau 
dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau 
pemungutan oleh pihak ketiga yang di ajukan oleh Wajib Retribusi; 

22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah 
data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatutan pemenuhan kewajiban 
retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-
undangan; 

23. Pemungutan adalah serangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan 
subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan 
retribusi serta penyetoran dan pengawasannya. 
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24. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang 
dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, 
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak 
pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 
 

BAB II 
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI 

 
Pasal 2 

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas 
pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan yang disediakan, dimiliki, dan/atau 
dikelola oleh pemerintah daerah; 
 

Pasal 3 
(1) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan 

ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah 
dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah; 

(2) Dikecualikan dari Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, 
dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta. 
 

Pasal  4 
(1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi  atau badan yang memperoleh pelayanan 

dan/atau menikmati/memakai fasilitas Rumah Pemotongan Hewan ternak yang 
disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah; 

(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang telah memperoleh pelayanan 
dan/atau menikmati/memakai fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang 
disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah; 
 

BAB III 
GOLONGAN RETRIBUSI 

 

Pasal  5 
Retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan kedalam Golongan Retribusi Jasa Usaha. 
 

BAB IV 
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

 
Pasal  6 

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis hewan  yang dipotong 
dan frekuensi pelayanan.. 
 


